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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of audit committee
characteristics such as audit committee expertise, frequency of meeting of audit committee,
audit committee size, audit committee tenure, dan multiple directorship of audit committee
member on voluntary ethics disclosure in Indonesian companies.

The population in this study were all companies registered in Indonesia Stock
Exchange for the year 2018. The sampling method used in this research was purposive
sampling. Total number of samples used in this study were 98 study samples. The data
used in this study were obtained from companies’ annual report. The data in this study
were analyzed using multiple regression techniques. The data in this study were also
analyzed using classical assumption test before they were analyzed using multiple
regression techniques. Other than classical assumption test, the data in this study were
also analyzed using pearson correlation test. The results of this study indicate that audit
committee expertise have no effect on voluntary ethics disclosure. While frequency of
meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure have positive
effect on voluntary ethics disclosure and multiple directorship of audit committee has
negative effect on voluntary ethics disclosure.
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PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan apabila dilihat dari perspektif regulasi adalah suatu mekanisme
untuk memastikan perusahaan patuh dengan peraturan yang berlaku (Rezaee, dkk, 2012). Tata
kelola perusahaan juga merupakan suatu mekanisme yang memiliki fungsi memastikan perusahaan
beretika dalam menjalankan usaha supaya tidak merugikan pemilik perusahaan. Etika merupakan
aspek yang sangat penting agar usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum, peraturan-peraturan
dan kode-kode yang ada. Menurut Rezaee, dkk (2012), etika dalam bisnis dapat didefiniskan sebagi
moral dasar dan juga standar etika yang mengarahkan perilaku-perilaku perusahaan.

Jatuhnya perusahaan-perusahaan raksasa yang sebelumnya menjadi panutan seperti Enron,
WorldCom, dan Parmalat menunjukkan konsekuensi ekstrem yang mengancam perusahaan ketika
perusahaan memilih untuk mempraktikkan hal-hal tidak etis dalam menjalankan bisnisnya
(Muhammad, Shahimi, Yahya dan Mahzan, 2009). Terjadinya skandal-skandal perusahaan akibat
tindakan tidak etis dapat merugikan berbagai pihak dan lembaga ekonomi seperti, pasar, investor,
aturan-aturan pelaporan bisnis, dan pemberi tugas yang bertugas melindungi kelompok-kelompok
kepentingan contohnya seperti pelanggan, regulator dan badan legislatif (Bealing dan Baker, 2006).
Banyaknya kegagalan dan skandal-skandal perusahaan menyebabkan pencegahan lebih dini untuk
perilaku-perilaku tidak etis sebelum perilaku-perilaku tersebut meluas sangatlah penting. Leone
(2010) dan Persons (2013) menyoroti lebih jauh bahwa perilaku tidak etis memiliki dampak-
dampak negatif bagi perusahaan. Perilaku-perilaku tidak etis menodai citra dan reputasi
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perusahaan; mempengaruhi profitabilitas dan nilai pasar perusahaan; merugikan perusahaan dan
pemegang sahamnya dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Friedman (2008) menyatakan
bahwa perusahaan tidak hanya membutuhkan financial bailout tetapi perusahaan juga
membutuhkan ethical bailout.

Guna menyelamatkan perusahaan dari tindakan-tindakan tidak etis, perusahaan perlu
melakukan pengungkapan etika. Menurut Sullivan dan Shkolnikov (2006), pengungkapan etika
adalah sebuah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan tata kelola
perusahaan mereka. Pengungkapan etika itu sendiri termasuk dalam kategori pengungkapan
sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dibuat
dengan cara sukarela oleh perusahaan-perusahaan tertentu, di mana pengungkapan itu dibuat
melebihi persyaratan pengungkapan yang dimandatkan (Qu, Cooper, Wise, dan Leung, 2012).
Informasi-informasi yang termasuk dalam pengungkapan sukarecla adalah informasi keuangan,
informasi non-keuangan, dan informasi strategis (Eng dan Mak, 2003). Selain itu, menurut Rouf
(2011), tingkat pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor-faktor
ekonomi, perubahan pada perilaku masyarakat, dan faktor perilaku seperti budaya perusahaan

Sedangkan pentingnya melakukan pengungkapan bagi perusahaan menurut Akhtaruddin
pada tahun 2010 adalah untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan dan pasar modal. Gul
dan Leung (2004) juga berpendapat bahwa pengungkapan adalah sebuah syarat penting bagi pasar
modal supaya pasar modal dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, Lobo dan Zhou (2001) juga
berpendapat bahwa pengungkapan yang lebih baik berhubungan dengan peningkatan transparansi
dan pengurangan kesenjangan informasi antara perusahaan dan investor, di mana hal tersebut akan
membawa pada peningkatan nilai perusahaan. Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh penelitian
yang dilakukan oleh Barry & Brown (1985), Fishman & Hagerty (1989), Diamond dan Verrechia
pada tahun 1991, dan juga Peters, Abbott, dan Parker pada tahun 2000, yang telah menunjukkan
bahwa nilai perusahaan bisa ditingkatkan dengan meningkatkan pengungkapan sukarela (voluntary
disclosure). Pradana pada tahun 2017 juga berpendapat bahwa salah satu manfaat dari
pengungkapan sukarela adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan karena pengungkapan
sukarela menjadikan informasi pada laporan tahunan semakin relevan bagi pengambilan keputusan
oleh para pemangku kepentingan.

Sebuah mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan perusahaan
telah menerapkan praktik-praktik etis dan melakukan tanggung jawabnya mengenai etika adalah
komite audit. Pada tata kelola perusahaan, peran komite audit adalah sebuah subjek peningkatan
kepentingan regulasi (Abbott, Parker dan Peters, 2003). Komite audit membantu dalam
meningkatkan pengungkapan etika sukarela (voluntary ethics disclosure) pada perusahaan dan
secara efektif mengawasi manajemen. Penelitian ini fokus kepada komite audit karena kebanyakan
perusahaan telah menetapkan tugas untuk mengawasi etika pada komite ini. Hal ini lantas menjadi
tanggung jawab bagi Dewan Direksi, pembuat kebijakan, dan investor untuk memberikan perhatian
yang lebih besar pada karakteristik komite audit dalam menentukan pengungkapan etika
perusahaan.

Berdasarkan Yuen, Liu, Zhang dan Lu (2009), adanya komite audit berkaitan secara
signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela seperti struktur dewan dan kepentingan
pemangku kepentingan, sedangkan Forker (1992) berpendapat bahwa komite audit adalah salah
satu mekanisme pemantauan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dan
sistem pengendalian internal sambil membantu mengurangi biaya agensi.

Hussain Alkdai (2012) menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab komite audit terhadap
pelaporan keuangan tidak berubah, tantangannya adalah memilih dan menempatkan orang dengan
pikiran yang tepat dalam komite audit. Secara khusus, karakter komite audit seperti jumlah
anggota, frekuensi rapat, independensi, dan keahlian komite audit merupakan hal penting untuk
memastikan efektifitas komite audit. Penelitian-penelitian yang dilakukan Abbott dan Parker pada
tahun 2000, Beasley dkk pada tahun 2000, Carcello dan Neal pada tahun 2003, dan juga
Raghunandan, Read, dan Rama pada 2001 menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang tepat
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sangat penting untuk memberikan dampak kepada komite audit dalam melaksanakan tugasnya
dibandingkan dengan hanya mempertahankan kehadirannya.

Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memeriksa apakah karakteristik komite audit
benar-benar mempengaruhi pengungkapan etika? Pertanyaan penelitian berikut menjadi dasar
untuk penelitian ini; apa dampak karakteristik komite audit atau ciri-ciri yang dimiliki oleh komite
tersebut pada voluntary ethics disclosure atau pengungkapan etika sukarela? Ciri-ciri komite audit
seperti keahlian anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, masa jabatan anggota komite
audit, dan juga anggota dengan multiple directorship adalah karakter-karakter yang ditelaah dalam
penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada Tahun 2018 karena perusahaan-perusahaan publik pasti cenderung memiliki
tata kelola perusahaan yang baik dan apabila perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik
maka perusahaan tersebut cenderung memiliki mekanisme pengawasan tentang hal hal berkaitan
dengan etika.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kode etik merepresentasikan prisip-prinsip serta nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan
guna memastikan keseluruhan perusahaan mematuhi dan mengikuti kode etik serta berperilaku etis.
Menurut Marnburg (2000) dan Preuss (2009), kode etik, kebijakan etis, pedoman etis, perilaku
bisnis seperti prinsip prinsip operasi dan laporan perilaku bisnis dan prinsip, seluruh istilah-istilah
tersebut mengacu pada kode etik. Selain mematuhi peraturan yang ada dan berperilaku secara etis,
perusahaan juga perlu melakukan pengungkapan etika dalam rangka meningkatkan nilai
perusahaan dan tata kelolanya. Pengungkapan etika termasuk dalam pengungkapan dalam bentuk
sukarela. Definisi dari pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure adalah sebuah
pengungkapan di mana pengungkapan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu
pengungkapan tersebut dilakukan melebihi persyaratan pengungkapan yang diwajibkan (Qu,
Cooper, Wise dan Leung, 2012).

Berdasarkan Yuen, Liu, Zhang dan Lu (2009), adanya komite audit berkaitan secara
signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela seperti struktur dewan dan kepentingan
pemangku kepentingan, sedangkan Forker (1992) berpendapat bahwa komite audit adalah salah
satu mekanisme pemantauan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dan
sistem pengendalian internal sambil membantu mengurangi biaya agensi. Penelitian-penelitian
yang dilakukan Abbott dan Parker pada tahun 2000, Beasley dkk pada tahun 2000, Carcello dan
Neal pada tahun 2003, dan juga Raghunandan, Read, dan Rama pada 2001 menyatakan bahwa
karakteristik komite audit yang tepat sangat penting untuk memberikan dampak kepada komite
audit dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan hanya mempertahankan kehadirannya.
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Pengaruh Keahlian Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

The Public Oversight Board (POB, 1993) menemukan bahwa anggota komite audit akan
lebih efektif dalam melakukan pekerjaan mereka apabila terdapat proporsi anggota komite audit
yang berkeahlian di aspek akuntansi, pengauditan, audit internal, dan pelaporan keuangan. Menurut
Defind, Hann dan Hu (2005), perusahaan akan meningkatkan tata kelola perusahaannya apabila
komite audit dari perusahaan tersebut beranggotakan seseorang yang berkeahlian dan
berlatarbelakang keuangan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Persons (2009)
menyebutkan bahwa anggota independen dari sebuah komite audit yang berkeahlian keuangan dan
juga accounting lebih cenderung bisa untuk melakukan pendeteksian penyajian yang salah dalam
keuangann serta transaksi usaha yang tidak wajar karena orang-orang tersebut perlu memenuhi
professional code of ethics mereka sendiri demi menjaga nama baik mereka. Oleh karena itu,
penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan seharusnya lebih efektif
karena komite audit dengan keahlian keuangan akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan
dan hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.
H1: Keahlian komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Raghunandan dkk. 2001 menyoroti bahwa sebuah komite audit yang bertemu lebih sering
lebih mungkin untuk menjadi serba mengetahui, lebih rajin dan berpengetahuan luas tentang
masalah audit dan akuntansi saat ini untuk melaksanakan tugas mereka. Persons (2009)
menyatakan bahwa semakin sering sebuah komite audit bertemu, maka perrusahaan lebih
cenderung akan membuat pengungkapan etika sukarela.

Menurut Persons (2009) & Xhie dkk (2003), dalam memantau perusahaan, komite audit
diharapkan akan semakin efektif apabila rapat semakin sering diadakan. Selain itu, semakin
seringnya rapat diadakan oleh komite audit diharapkan akan membawa pada pengungkapan etika
sukarela. Didasari oleh hal hal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis seperti di bawah ini:
H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Ukuran Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Penelitian oleh Persons (2009) menyatakan bahwa sebuah komite audit beranggotakan
semakin banyak, maka pengungkapan etika akan kondusif karena terdapat kemungkinan yang lebih
tinggi komite audit akan melibatkan anggota yang sangat etis yang dapat membawa pada
pengungkapan etika. Penelitian sebelumnya (Dalton, Daily, Johnson dan Ellstrand., 1999)
menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dan fungsi pengawasan dari badan
yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengharapkan akan
lebih efektif anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan apabila
komite audit tersebut beranggotakan semakin banyak orang. Selain itu, hal tersebut diharapkan
akan menuntun pada pengungkapan etika. Maka dari itu, hipotesis berikut diusulkan:
H3: Ukuran Komite audit berpengaruh positif pada Pengungkapan Etika Sukarela

Pngaruh Masa Jabatan Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Semakin lama seorang komite audit menjabatan maka akan membawa pada lebih tingginya
kinerja, pemantauan, efektivitas, pengalaman, dan pemahaman, untuk mengatasi aktivitas
perseroan (Bedard dkk., 2004; Thoopsamut dan Jikengkit,2009). Penelitian yang dilakukan Persons
(2005) menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan komite audit memungkinkan lebih rendahnya
kecurangan (fraud). Maka pada penelitian ini dinyatakan bahwa semakin lama anggota komite
audit menjabat maka anggota komite audit tersebut akan lebih efektif dalam memantau perusahaan
dan akan membawa pada pengungkapan etika.
H4: Masa jabatan komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.
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Pengaruh Anggota Komite dengan Multiple Directorship pada Pengungkapan Etika
Sukarela

Directorship mendeskripsikan keanggotaan pengurus yang melayani banyak dewan.. Waktu
dan usaha lebih banyak dibutuhkan oleh anggota komite audit dengan multiple directorship untuk
secara efektif memantau manajemen manajemen (Morck, Shleifcr & Vishny, 1988; Persons, 2005).
Menurut Core et al. (1999), Fich dan Shivdasani (2006) dan Liu & Sun (2010) pengurus yang
memiliki directorship banyak akan terlalu sibuk dan waktu yang dimiliki tidak mencukupi untuk
mengawasi manajemen. Hal tersebut menimbulkan efektifitas yang rendah dalam pengawasan.
Sedang berdasarkan Core, Holthausen & Larcker (1999), anggota dengan multiple directorship
memiliki pemeriksaan yang tidak cukup terhadap manajemen. Oleh karena itu, pada penelitian ini
dinyatakan apabila seorang anggota komite audit memiliki semakin banyak jabatan (directorship),
maka akan berkurang pula keefektivitasan anggota komite audit tersebut, serta semakin sedikit
kemungkinan perusahaan akan membuat pengungkapan etika. Maka dari itu, riset ini mengusulkan
hipotesis keenam sebagai berikut:
H5: Anggota komite audit dengan multiple directorship berpengaruh negatif pada

pengungkapan etika dukarela.

METODOLOGI PENELITIAN
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Etika Sukarela.
Pengungkapan Etika Sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan melebihi
pengungkapan yang dimandatkan atau diwajibkan, dalam penelitian ini pengungkapan sukarela
yang dimaksud adalah pengungkapan etika. Pengungkapan Etika Sukarela pada penelitian ini
diukur dengan menggunakan 18 aspek Pengungkapan Etika Sukarela yang diadopsi dari Persons
(2009). Selain itu, untuk mengetahui distribusi frekuensi perusahaan yang melakukan
Pengungkapan Etika Sukarela pada penelitian ini adalah dengan melabeli ‘1’ untuk perusahaan
yang melakukan pengungkapan etika sukarela dan label ‘0’ untuk perusahaan yang tidak
melakukan pengungkapan etika sukarela.
Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen. Lima variabel independen tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Keahlian Komite Audit (AUDACC)
Keahlian komite audit yang dimaksud adalah anggota komite audit yang memiliki keahlian
akuntansi dan keuangan. Untuk mengukur variabel ini adalah dengan menggunakan angka
persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dengan total
anggota komite audit.
2. Frekuensi Rapat Komite Audit (AUDMET)
Frekuensi rapat komite audit dapat didefinisikan sebagai seberapa sering komite audit
mengadakan rapat. Pada penelitian ini variabel frekuensi rapat komite audit diukur dengan
jumlah rapat yang diadakan komite audit dalam setahun.
3. Ukuran Komite Audit (AUDSIZE)
Ukuran rapat komite audit dapat didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit. Untuk
pengukuran variabel ini digunakan jumlah total anggota komite audit.
4. Masa Jabatan Komite Audit (AUDTEN)
Masa jabatan komite audit dapat didefinisikan sebagai seberapa lama anggota komite audit
menjabat. Untuk pengukuran variabel ini digunakan rata-rata masa jabatan komite audit.
5. Anggota Komite Audit dengan Multiple Directorship (DIRSHIP)
Anggota komite audit dengan multiple directorship adalah anggota komite audit yang memiliki
lebih dari satu keanggotaan atau dengan kata lain memilki keanggotaan di perusahaan lain.
Variabel anggota komite audit dengan multiple directorship diukur dengan menggunakan rata
rata directorship yang dimiliki oleh anggota komite audit.
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Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2018. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling
dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam daftar 100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia.
3. Perusahaan yang mempunyai data lengkap yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel
karakteristik komite audit pada pengungkapan etika sukarela. Model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

ETHICS DISCLOSURE = p0 + PBIAUDACC + p2AUDMET +
B3AUDSIZE + p4AUDTEN + BSDIRSHIP + ¢

Keterangan

INAUD : Independensi Komite Audit
AUDACC : Keahlian Komite Audit

AUDMET : Frekuensi Rapat Komite Audit
AUDSIZE : Ukuran Komite Audit

AUDTEN : Masa Jabatan Komite Audit
DIRSHIP : Multiple Directorships Komite Audit
€ : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1
Sampel Penelitian

No Kriteria Jumlah Perusahaan
1. Seratus (100) perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di 100

Bursa Efek Indonesia tahun 2018
2. Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang 2)

dibutuhkan dalam penelitian
3 Total Pengamatan 98

Pada tahun 2018, dari 100 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia,
terdapat dua perusahaan yang laporannya tidak lengkap dan/atau tidak tersedia. Total sampel dari
penelitian ini adalah 98.

Analisis Statistik Deskriptif

Table 2
Hasil Distribusi Frekuensi

Ethics Disclosure
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Mean Score 0.95
Ethics Disclosure 5.1%
Non Ethics Disclosure 94.9%

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Tabel 2 menunjukkan nilai mean dari Pengungkapan Etika adalah 0,95 yang
mengindikasikan bahwa hampir seluruh perusahaan dari total sampel menerapkan
Pengungkapan Etika. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa 94,9% (93 perusahaan)
menerapkan Pengungkapan Etika sedangkan 5,1% (5 perusahaan) tidak mengungkapkan etika.

Selain itu terdapat 93 perusahaan (93 dari total 98 perusahaan, atau 94,89%) yang memiliki
kode etik tertulis. Terdapat 93 perusahaan (93 dari total 98 perusahaan, atau 94,89%) yang
memiliki komite khusus dewan direksi dengan tanggung jawab pengawasan terkait etika,
komite yang dimaksud adalah komite audit. Hanya terdapat 10 dari total 98 perusahaan
(10,20%) yang memiliki petugas etika perusahaan dan/atau petugas kepatuhan. Tidak terdapat
perusahaan yang melakukan pengungkapan atas pertimbangan etika untuk menggaji direktur
dan eksekutif. Tidak terdapat perusahaan yang mengubungkan etika dengan kompensasi
eksekutif. Terdapat 43 dari 98 perusahaan (43,87%) yang memiliki pelatihan etika dan
penandatanganan surat kepatuhan untuk karyawannya.

Terdapat 18 dari 98 perusahaan (18,36%) yang yang memelihara catatan perusahaan yang
akurat. Terdapat 44 dari 98 perusahaan (44,89%) yang melakukan komunikasi dengan publik.
Terdapat 53 dari 98 perusahaan (54,081%) mengungkapkan tentang benturan kepentingan
antara hubungan pribadi dan professional. Terdapat 49 dari 98 perusahaan (50%) yang
memiliki perlakuan untuk informasi rahasia. Terdapat 38 dari 98 perusahaan (38,77%)
mengatur tentang penggunaan aset milik perusahaan. Terdapat 19 dari 98 perusahaan (19,38%)
yang mengatur tentang nepotisme. Terdapat 85 dari 98 perusahaan (86,73%) yang memiliki
kode etik tentang pelaporan keluhan akuntansi dan perilaku ilegal dan tidak etis. Terdapat 30
dari 98 perusahaan (30,61%) yang memiliki peraturan tentang kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan tentang diskriminasi, pelecehan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Terdapat 37 dari
98 (37,75%) perusahaan yang memiliki peraturan tentang penyuapan komerisal.

Terdapat 23 dari 98 perusahaan (23,46%) yang mengatur tentang persaingan dan fair
dealing. Terdapat 80 dari 98 perusahaan (83,67%) yang mengatur tentang insider’s trading.
Terdapat 86 dari 98 perusahaan (87,75%) yang mengungkapkan tindakan disipliner atas
pelanggaran terhadap kode etik.

Table 3
Hasil Statistik Deskriptif

N Nila Nilai Rata-rata Deviasi Standar
Minimum Maksimum
AUDACC 98 0,25 1,00 0,4957 0,21280
AUDMET 98 1 52 9,122 8,8449
AUDSIZE 98 2,00 6,00 3,337 0,7172
AUDTEN 98 1,00 12,3 4,279 2,1042
DIRSHIP 98 0 6,67 1,7167 1,46997

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Tabel 3 menyajikan Variabel keahlian komite audit (AUDACC) memiliki nilai minimum
0,25 dan nilai maksimum 1. Nilai maksimum atau tertinggi pada variabel ini adalah 1 yang
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berarti seluruh personil komite audit berkeahlian dan berlatarbelakang akuntansi dan/atau
keuangan, sedangkan nilai terendah 0,25 menunjukkan bahwa hanya 25% personil komite audit
yang berkeahlian keuangan dan/atau akuntansi. Nilai rata-rata adalah 0,4957, yang berarti
kebanyakan komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki anggota berkeahlian
akuntansi dan keuangan sekitar 49,57% dari total anggota. Sedangkan nilai deviasi standar
pada variabel AUDAC adalah 0,21280. Nilai deviasi standar menunjukkan bahwa lebih
besarnya mean dibandingkan nilai deviasi standar yang artinya variabel ini memiliki varian
sebaran yang sempit.

Variabel frekuensi rapat komite audit (AUDMET) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan
maksimum sebesar 52. Nilai maksimum atau tertinggi menunjukkan bahwa komite audit
melakukan rapat sebanyak 52 kali dalam setahun dan nilai terendah menunjukkan komite audit
hanya melakukan rapat 1 kali dalam satu tahun. Mean sebesar 9,122 yang berarti kebanyakan
komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel melakukan rapat sebanyak 9 kali dalam
setahun. Sedangkan nilai deviasi standar adalah sebesar 8,8449 menunjukkan bahwa nilai rata-
rata pada variabel ini lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang artinya
variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

AUDSIZE atau variabel ukuran komite audit mempunyai nilai minimal 2 dan nilai
maksimal 6. Nilai tertinggi pada variabel ini menunjukkan bahwa komite audit beranggotakan
6 orang dan nilai terendah komite audit beranggotakan 2 orang. Mean sebesar 3,337
mengindikasikan bahwa kebanyakan komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel
memiliki anggota sebanyak 3 orang. Selain itu, nilai deviasi standar sebesar 0,7172
memperlihatkan nilai deviasi standar lebih kecil dibandingkan mean yang artinya variabel ini
memiliki varian sebaran yang sempit.

Variabel masa jabatan komite audit (AUDTEN) memiliki nilai minimum 1 dan maksimum
12,3 menunjukkan nilai tertinggi anggota komite audit menjabat adalah 12 tahun dan nilai
terendah 1 tahun. Mean sebesar 4,279 mengindikasikan bahwa kebanyakan anggota komite
audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki masa jabatan sekitar 4 tahun. Selain itu,
nilai deviasi standar adalah sebesar 2,1042 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari
nilai standar deviasi yang berarti variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Variabel anggota komite audit dengan multiple directorship (DIRSHIP) memiliki nilai
minimal sebanyak 0 dan nilai maksimal sebanyak 6,67. Nilai tertinggi adalah anggota komite
audit memiliki sekitar 6 directorship dan nilai terendah adalah anggota komite audit tidak
memiliki multiple directorship sama sekali atau tidak menjabat dan tidak memiliki keanggotaan
di perusahaan lain. Nilai rata-rata pada penelitian ini adalah 1,7167 yang mengindikasikan
bahwa kebanyakan anggota komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel meiliki satu
sampai dua jabatan di perusahaan lain. Selain itu, nilai deviasi standar adalah 1,46997. Dari hal
tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar lebih kecil dibandingkan mean yang berarti
variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Pada penelitian ini, hipotesis akan diuji menggunakan regresi linear berganda.
Terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi
linear berganda, di antaranya sebagai berikut:

Hasil Pengujian Hipotesis
Table 4

Hasil Regresi Linear Berganda (Uji t)
Ujit
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Variabel B T Sig. Keterangan
(Constant) 3,728 2,227 0,028
AUDACC 0,483 0,352 0,726 Tidak berpengaruh
AUDMET 0,901 2,281 0,025 Berpengaruh positif
AUDSIZE 1,805 4,425 0,000 Berpengaruh positif
AUDTEN 1,594 1,977 0,051 Berpengaruh positif
DIRSHIP -0,999 -2,332 0,022 Berpengaruh negatif

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019
Tingkat signifikansi 10%

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Pada penelitian ini, hipotesis pertama menyatakan keahlian komite audit secara positif
mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini
menghasilkan nilai koefisiensi 0,483 dan nilai signifikansi 0,726>0,10. Dari hasil tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Penolakan hipotesis pertama
ini dapat diartikan bahwa ada atau tidaknya anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi
dan keuangan tidak berpengaruh dengan pengungkapan etika sukarela

Selain itu, ditolaknya hipotesis pertama ini juga sejalan dengan penelitian oleh Othman dkk
(2014). Menurut Othman dkk (2014), apabila keahlian komite audit tidak mempengaruhi
pengungkapan etika pada suatu perushaaan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa
anggota komite audit yang memiliki berkeahlian keuangan tidak menjamin pengungkapan etika
dilakukan dalam perusahaan, karena anggota komite audit itu sendiri mungkin tidak menegakkan
etika dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit
mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan
untuk menguji hipotesis ketiga menunjukkan hasil nilai koefisiensi sebesar 0,901 dan nilai
signfikansi 0,025< 0,10. Dari nilai koefisiensi dan signifikansi tersebut dapat dikatakan bahwa
frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada pengungkapan
etika sukarela, artinya semakin sering komite audit mengadakan rapat maka semakin besar pula
kemungkinan perusahaan membuat pengungkapan etika sukarela. Oleh karena itu hipotesis ketiga
pada penelitian ini diterima.

Hipotesis ketiga yang diterima dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Raghunandan
dkk (2001) bahwa komite audit yang melakukan rapat lebih sering cenderung lebih terinformasi
dengan baik, lebih rajin, dan lebih berpengetahuan tentang isu-isu audit dan akuntansi terbaru
dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, Xie dkk. (2003) juga menyatakan bahwa jumlah
rapat memiliki hubungan negatif dengan akural diskresioner. Persons (2009) juga menemukan
bahwa semakin sering sebuah komite audit pada suatu perusahaan bertemu atau mengadakan rapat,
maka perusahaan tersebut lebih tinggi kecenderungannya untuk membuat pengungkapan etika
sukarela.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Dalam penelitian ini hipotesis keempat menyatakan ukuran komite audit mempengaruhi
pengungkapan etika sukarela. Uji hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan nilai koefisiensi
1,805 dan nilai signifikansi 0,000<0,10 untuk hipotesis keempat. Dari hasil tersebut dapat
dikatakan bahwa ukuran komite audit memilki dampak yang positif dan signifikan terhadap
pengungkapan etika sukarela. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat
dalam penelitian ini diterima.

Diterimanya hipotesis keempat dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Persons (2009)
bahwa komite audit dengan ukuran lebih besar atau jumlah anggota yang lebih banyak akan
menggiring kepada dilakukannya pengungkapan etika karena terdapat kemungkinan bahwa sebuah
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komite audit akan melibatkan anggota-anggota yang beretika tinggi di mana anggota-anggota
tersebut dapat membawa pada pengungkapan etika sukarela. Selain itu, diterimanya hipotesis ini
juga sejalan dengan pendapat Dalton, Daily, Johnson dan Elstrand pada tahun 1999 yaitu terdapat
hubungan positif antara ukuran suatu komite dan fungsi pemantauan dewan yang akan membawa
pada kinerja yang lebih baik.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa masa jabatan komite audit
mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan untuk menguji
hipotesis, didapatkan nilai koefisiensi sebesar 1,594 dan nilai signifikansi sebesar 0,051<0,10.
Berdasarkan nilai koefisiensi dan nilai signifikansi yang telah diperoleh, dapat dikatakan bahwa
masa jabatan komite audit mempengaruhi pengungkapan etika secara signifikan dan positif, yang
artinya semakin seorang komite audit menjabat maka besar kemungkinannya perusahaan untuk
mengungkapkan etika secara sukarela. Berdasarkan nilai koefisiensi dan signifikansi hipotesis
kelima, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima atau tidak
ditolak.

Diterimanya hipotesis kelima pada penelitian ini sejalan dengan pendapat Bedard dkk (2004)
yang dikutip kembali oleh Thoopsamut dan Jiakengkit (2009) yaitu semakin panjang masa jabatan
anggota komite audit maka akan membawa perusahaan pada lebih tingginya kinerja, efektivitas,
pemantauan, pengalaman dan wawasan untuk menangani aktivitas-aktivitas perusahaan. Selain itu,
berdasarkan penelitian Persons (2009), anggota komite audit yang menjabat lebih lama maka
kecenderungan fraud di perusahaan tersebut akan semakin rendah.

Pengaruh Anggota Komite Audit dengan Multiple Directorship terhadap Pengungkapan
Etika Sukarela

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dengan multiple
directorship mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan pengujian hipotesis,
didapatkan nilai koefisiensi sebesar -0,999 dan nilai signfikansi sebesar 0,025<0,022, dari nilai-
nilai tersebut dapat dikatakan bahwa anggota komite audit dengan multiple directorship
mempengaruhi pengungkapan etika sukarela secara negatif dan signfikan, yang artinya semakin
banyak directorship yang dimiliki anggota komite audit maka semakin kecil kecenderungan
perusahaan melakukan pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis terakhir
dalam penelitian ini diterima.

Diterimanya hipotesis terakhir dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Core dkKk,
(1999), Fich & Shivdasani (2006) dan Liu & Sun (2010) yaitu pengurus yang memiliki
directorship atau jabatan terlalu banyak tidak memiliki waktu yang memadai dan terlalu repot
untuk mengawasi manajemen dan hal tersehut membawa pada efektivitas yang rendah dalam
pengawasan. Selain itu, menurut Core, Holthausen dan Lacker (1999), anggota dengan multiple
directorship memiliki pemeriksaan yang tidak cukup terhadap manajemen

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan karakteristik
komite audit yaitu keahlian, frekuensi rapat, ukuran, masa jabatan komite audit, dan anggota
komite audit dengan multiple directorship, pada pengungkapan etika sukarela. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perseroan-perseroan yang termasuk dalam 100 perusahaan
kapitalisasi terbesar di BEI pada tahun 2018. Setelah dilaluinya tahap terkumpulnya, terolahnya,
teranalisis data, dan terinterpretasinya hasil, maka diperoleh beberapa kesimpulan seperti di bawah
ini:

1. Keahlian komite audit tidak berdampak secara signifikan pada pengukuran etika

sukarela.
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2. Frekuensi rapat komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap
pengungkapan etika sukarela. tugasnya dan akan membawa pada perusahaan pada
pengungkapan etika.

3. Ukuran komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan
etika sukarela.

4. Masa jabatan komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap
pengungkapan etika sukarela.

5. Komite audit dengan multiple directorship berdampak secara negatif dan signifikan
terhadap pengungkapan etika sukarela.

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya seperti di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan ini hanya memakai sampel selama 1 periode (satu tahun).

2. Index untuk mengukur pengungkapan etika sukarcla masih menggunakan index dari Persons
(2009) yang artinya indeks tersebut belum diperbarui selama 10 tahun.

3. Masih terdapat 74,6% faktor-faktor lain selain variabel keahlian anggota komite audit, frekuensi
rapat komite audit, ukuran komite audit dan anggota komite audit dengan multiple directorship
yang dipakai pada penelitian ini yang dapat dikaji dalam memprediksi variabel dependen.
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